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Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Melalui Proses Mediasi di Kabupaten Bantul

R. Triyuli Purwono', Juan Benget Purba’

" Prodi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta,
triyuli@janabadra.ac.id

ABSTRACT

The focus of the research is to examine industrial relations disputes which can be resolved
through a mediation process with assistance from the local Manpower and Transmigration
Service. In this study the author conducted research in Bantul Regency. The objectives of
this research are 1) To determine and analyze the implementation of industrial relations
dispute resolution through the mediation process in Bantul Regency; 2) To find out and
analyze the obstacles to implementing industrial relations dispute resolution through the
mediation process in Bantul Regency. This type of research is empirical juridical. Data sources
use secondary data and primary data. Data collection techniques used interviews and
document study. Interviews were conducted with resource persons from the Bantul
Regency Manpower and Transmigration Service. The analysis technique is carried out
descriptively qualitatively. The research results show that 1) The implementation of industrial
relations dispute resolution through a mediation process in Bantul Regency is carried out in
accordance with the provisions referring to Law Number 2 of 2004 concerning Settlement
of Industrial Relations Disputes. For parties who wish to resolve their industrial relations
disputes through mediation, the implementation will be in accordance with the stages in
mediation based on the Standard Operational Procedure in mediation at the Bantul Regency
Manpower and Transmigration Service; 2) The obstacle to implementing industrial relations
dispute resolution through the mediation process in Bantul Regency is that dispute
complaints are still carried out offline, there is no online service, limited infrastructure,
mediation services are still carried out using a face-to-face process.

Keywords: Mediation, Settlement, Industrial Relations Disputes

ABSTRAK

Fokus penelitian adalah mengkaji tentang perselisihan hubungan industrial yang dapat
diselesaikan melalui proses mediasi dengan bantuan dari Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi setempat. Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian di Kabupaten
Bantul.  Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan
penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui proses mediasi di Kabupaten Bantul;
2) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala pelaksanaan penyelesaian perselisihan
hubungan industrial melalui proses mediasi di Kabupaten Bantul. Jenis penelitian ini adalah
yuridis empiris. Sumber data menggunakan data sekunder dan data primer. Teknik
pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen. Wawancara dilakukan
kepada narasumber dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Teknik
analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1)
Pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui proses mediasi di
Kabupaten Bantul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada UU
Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Bagi
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para pihak yang akan menyelesaikan perselisihan hubungan industrialnya melalui
mediasi maka pelaksanaannya menyesuaikan dengan tahapan dalam mediasi
berdasarkan pada Standard Operational Procedure dalam mediasi di Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul; 2) Kendala pelaksanaan penyelesaian
perselisihan hubungan industrial melalui proses mediasi di Kabupaten Bantul adalah
pengaduan perselisihan masih dilakukan secara offline belum ada pelayanan daring,
sarana prasarana yang terbatas, pelayanan mediasi masih dilakukan dengan proses
tatap muka.

Kata kunci: Mediasi, Penyelesaian, Perselisihan Hubungan Industrial

PENDAHULUAN

Perselisihan hubungan industrial merupakan suatu masalah yang tidak jauh
dari proses perbedaan pendapat atau kepentingan antara buruh dan pengusaha
dalam hubungan industrial. Hubungan industrial sendiri merupakan hubungan yang
terjadi antara pekerja dengan pengusaha atau pemilik modal untuk mencapai
tujuan bersama. Pengaturan hubungan industrial termasuk di dalamnya mengenai
peningkatan produktivitas atau kinerja perusahaan, serta tercapainya
kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan pengusaha secara adil [1]

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan dunia usaha sangat dipengaruhi
oleh situasi dan kondisi hubungan industrial utamanya peranan pihak-pihak yang
berkepentingan dalam dunia usaha tersebut. Semakin baik hubungan industrial
semakin baik perkembangan dunia usaha. Hubungan industrial di Indonesia
dipengaruhi oleh banyak faktor. Selain kondisi internal perusahaan yang
memainkan peran sangat menentukan seperti hubungan antara pekerja/serikat
pekerja dengan pengusaha, kondisi kerja (working condition) dan budaya dalam
perusahaan (corporate culture) juga kondisi eksternal perusahaan, yaitu eksistensi
pemerintah dalam memainkan tugas dan fungsinya sebagai regulator yang
bertindak membuat perundang-undangan sebagai alat untuk mengontrol sistem
hubungan industrial baik pada tingkat mikro organisasi pengusaha maupun tingkat
makro perusahaan, asosiasi serikat pekerja dan organisasi pengusaha selaku
organisasi yang mempunyai kepentingan untuk memperjuangkan kelompoknya
masing-masing [2]. Apabila terjadi perselisihan yang dialami oleh kedua belah pihak
tersebut maka dapat ditempuh upaya penyelesaian perselisihan hubungan
industrial melalui dua mekanisme yakni melalui jalur litigasi yang dilakukan dengan
cara mengajukan sengketa hubungan industrial ke pengadilan dan jalur non-litigasi
yang merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan seperti
mediasi, negosiasi, konsiliasi, maupun arbitrase [3].

Perselisihan hubungan industrial pada UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjelaskan bahwa perbedaan
pendapat yang menimbulkan konflik berkepanjangan antara pengusaha atau
gabungan pengusaha dengan pihak buruh atau serikat pekerja disebabkan adanya
perbedaan orientasi mengenai hak, perselisihan kepentingan, pemutusan
hubungan kerja, serta perselisihan serikat pekerja satu dengan yang lain dalam
suatu perusahaan. Penanganan perselisihan hubungan industrial pada UU Nomor 2
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Tahun 2004 dapat diselesaikan dengan sejumlah cara meliputi musyawarah,
mediasi, konsiliasi, arbitrase, badan peradilan perselisihan hubungan industrial.

Pada penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai
penyelesaian perselisihan hubungan melalui proses mediasi. Sutantio dalam
Hidayat yang dikutip oleh Alamsyah menyatakan bahwa mediasi adalah kegiatan
dalam bentuk saran dengan maksud menuntaskan sengketa para pihak oleh
seorang yang mempunyai kapasitas mumpuni atau ahli yang diminta oleh para
pihak sebagai mediator [4].

Penyelesaian permasalahan-permasalahan hubungan industrial di Kabupaten
Bantul menarik untuk diteliti dikarenakan berdasarkan studi pendahuluan yang
penulis lakukan dapat diketahui bahwa terkait perselisihan hubungan industrial
yang ada di Kabupaten Bantul selalu ada setiap tahunnya baik dalam kategori
perselisihan hak, perselisihan kepentingan, pemutusan hubungan kerja, serta
perselisihan serikat pekerja satu dengan yang lain dalam suatu perusahaan. Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul selaku dinas yang mempunyai
kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui proses
mediasi. Pada penelitian ini penulis fokus melakukan penelitian mengenai
pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui proses mediasi
di Kabupaten Bantul dan juga kendala yang dihadapi dalam proses
penyelesaiannya. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan
menganalisis pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui
proses mediasi di Kabupaten Bantul; 2) Untuk mengetahui dan menganalisis
kendala pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui proses
mediasi di Kabupaten Bantul.

METODE

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.
Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji
penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dengan peristiwa
hukum yang terjadi di Masyarakat [5]. Bahan hukum penelitian ini menggunakan
bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan 1)
Wawancara yaitu percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan tersebut
dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan
terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut [6].
Wawancara dilakukan kepada narasumber yang sudah ditentukan sebelumnya.
Narasumber penelitian ini adalah mediator pada Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Kabupaten Bantul. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan
secara deskriptif kualitatif.

HASIL
1. Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Proses
Mediasi di Kabupaten Bantul
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui proses mediasi
berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis lakukan dilaksanakan dengan
mengacu pada ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
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Perselisihan Hubungan Industrial. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan
mediator dapat diketahui bahwa selama proses penyelesaian mediasi masih
menggunakan cara konvensional dengan duduk bersama, bermusyawarah
bertatap muka untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi.

Bagi para pihak yang akan menyelesaikan permasalahan perselisihan

hubungan industrial melalui jalur mediasi maka tahapannya adalah sebagai
berikut:

a.

Pemohon datang menuju pelaksana administrasi Mediasi Perselisihan
Hubungan Industrial dengan membawa berkas permohonan Mediasi
Perselisihan Hubungan Industrial sesuai dengan persyaratan yang telah
ditentukan

Pelaksana administrasi memeriksa kelengkapan berkas permohonan
beserta persyaratan-persyaratan yang ada

Setelah diperiksa kelengkapan dan kebenaran dari berkas permohonan
tersebut, pelaksana administrasi menyampaikan permohonan kepada
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bantul dengan diparaf oleh pelaksana
administrasi bagian TU/Sekretariat

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bantul mendisposisikan surat
permohonan kepada pelaksana administrasi Mediasi Perselisihan Hubungan
Industrial untuk diproses

Pelaksana administrasi membuat undangan yang isinya mengundang kedua
belah pihak (pengusaha dan pekerja) yang berselisih untuk dilakukan proses
klarifikasi dan mediasi (proses sidang)

Proses sidang dipimpin oleh Mediator HI dan/atau Kepala Seksi Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial

Mediator HI membuat perjanjian bersama jika hasil sidang di antara para
pihak ada kata sepakat

. Apabila tidak ada kata sepakat dan sidang dianggap cukup, maka mediator

HI membuat anjuran yang disampaikan kepada para pihak yang berselisih.
Dalam waktu 10 hari para pihak harus memberi jawaban menerima atau
menolak

Apabila para pihak menerima anjuran, selanjutnya dibuat perjanjian
bersama, tetapi apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak,
maka pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh upaya hukum
selanjutnya yaitu ke PHI (Pengadilan Hubungan Industrial)

Pelaksana administrasi menyampaikan perjanjian bersama atau anjuran
yang sudah dibuat dan ditandatangani oleh Mediator HI kepada Kepala
Dinas sebagai laporan

Pelaksana administrasi mencatat pada buku register Mediasi Perselisihan
Hubungan Industrial

Pemohon dapat mengambil perjanjian bersama atau anjuran pada pelaksana
administrasi dengan menandatangani register tanda terima

. Pelaksana administrasi mencatat pada buku register Mediasi Perselisihan

Hubungan Industrial

. Pelaksana administrasi menghubungi pemohon untuk dapat mengambil
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perjanjian bersama atau anjuran dengan menandatangani register tanda
terima Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial
Proses tersebut sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dalam
Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) melalui mediasi
di Disnaskertrans Kabupaten Bantul. Para pihak dan juga mediator harus sama-
sama mematuhi SOP tersebut.

2. Kendala Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui

Proses Mediasi di Kabupaten Bantul

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Bantul dapat diketahui bahwa terdapat beberapa
kendala dalam pelaksanaan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial
melalui mediasi. Kendala tersebut adalah belum adanya pelayanan daring
mengenai pengaduan perselisihan hubungan industrial. Pengaduan secara daring
belum ada sehingga harus dilaksanakan dengan cara datang langsung ke Kantor
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melakukan aduan. Cara ini tentu saja
memang dirasa kurang efektif dan efisien karena harus benar-benar memberikan
waktu khusus untuk datang guna mendapatkan pelayanan. Menurut penulis, hal
ini tentu saja tidak efisien karena mungkin para pihak sibuk sehingga tidak ada
waktu untuk datang ke kantor dinas untuk melakukan aduan permasalahan.

Kendala selanjutnya yang ada adalah sarana dan prasarana yang tersedia
masih terbatas. Hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat diketahui bahwa
pencatatan jadwal mediasi bidang hubungan industrial masih dilakukan secara
manual dengan menggunakan papan tulis. Banyaknya jadwal mediasi di bidang
hubungan industrial dan kesejahteraan membuat proses pencatatan jadwal
mediasi tidak efektif dikarenakan tidak bisa memuat semua jadwal yang ada.

Kendala selanjutnya dalam proses mediasi yang dilaksanakan oleh Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah bahwa pelayanan
mediasi perselisihan hubungan industrial masih dilakukan secara tatap muka.
Tugas dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah
memberikan fasilitas terkait dengan mediasi perselisihan hubungan industrial
yang dialami oleh pekerja dan pengusaha sehingga dapat tercapai mufakat antar
para pihak. Hanya saja dalam proses mediasi yang difasilitasi oleh mediator masih
dilakukan secara tatap muka, sehingga para pihak harus datang langsung ke
kantor untuk melaksanakan proses mediasi. Kendala lainnya adalah waktu yang
dimiliki oleh pengusaha yang terbatas sehingga kesulitan menyamakan waktu
untuk proses mediasi. Hal ini berdampak pada penyesuaian waktu yang sulit
diatur oleh mediator karena mediator juga mempunyai waktu yang padat
sehingga sulit jika menyesuaikan waktu dengan pengusaha.

PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Proses
Mediasi di Kabupaten Bantul
Perselisihan Hubungan Industrial berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 2
Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah
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perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha
atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat
buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan,
perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat
pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Perselisihan tersebut dapat
diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satunya adalah
dengan mediasi.

Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah
penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan
pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh
hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang
atau lebih mediator yang netral. Unsur-unsur pengertian mediasi yang dikenal
secara akademik adalah ketidakberpihakan (netral) dan memberi anjuran
kepada para pihak [7]. Penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh
mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan Kabupaten/ Kota.

Mediator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediator adalah
pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang
ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai
kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk
menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan
pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat
buruh hanya dalam satu perusahaan. Syarat menjadi mediator diatur dalam
Pasal 8 UU No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial.

Proses mediasi dilaksanakan berikut ini:

1) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah
menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan, mediator harus sudah
mengadakan penelitian tentang duduknya perkara dan segera
mengadakan sidang mediasi.

2) Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan
industrial melalui mediasi, maka dibuat Perjanjian Bersama yang
ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator serta didaftar
di PHI pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak- pihak mengadakan
Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran

3) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan
industrial melalui mediasi, maka:

a) mediator mengeluarkan anjuran tertulis;

b) anjuran tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari
kerja sejak sidang mediasi pertama harus sudah disampaikan kepada
para pihak;

¢) pihak yang tidak memberikan pendapatnya dianggap menolak anjuran
tertulis;

4) Dalam hal para pihak menyetujui anjuran tertulis maka dalam waktu
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selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak anjuran tertulis disetujui,
mediator harus sudah selesai membantu para pihak membuat
Perjanjian Bersama untuk kemudian didaftar di Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak
mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti
pendaftaran

5) Dalam hal anjuran tertulis ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak,
maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian
perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri setempat. dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak [2].

Pengaturan terkait dengan proses tahapan mediasi yang dilakukan oleh
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul disesuaikan dengan
yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial. SOP yang ada mengacu pada peraturan tersebut. Hasil
penelitian yang penulis lakukan ini juga mendukung hasil penelitian sebelumnya
yang menunjukkan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang
ada di wilayah Kota Yogyakarta diselesaikan sesuai dengan proses yang diatur
dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial hanya saja tahapan pelaksanaan disesuaikan karena ada kebijakan
pembatasan sosial dampak dari pandemic Covid [8].

Hasil penelitian yang penulis lakukan ini juga mendukung penelitian
sebelumnya dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian
perselisihan perburuhan hubungan industrial melalui mediasi pada dinas Tenaga
Kerja Koperasi dan UKM Kota Jambi telah dilakukan menurut tahap-tahap yang
diatur dalam undang-undang yaitu setiap penyelesaian perselisihan Hubungan
Industrial melalui mediasi harus terlebih dahulu melakukan penyelesaian
bipartite di perusahaan sebelum mengajukan mediasi. Penyelesaian mediasi
tidak bisa dilaksanakan apabila bipartite tidak dilakukan [9].

. Kendala Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui
Proses Mediasi di Kabupaten Bantul

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis lakukan dapat diketahui
bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perselisihan hubungan
industrial melalui proses mediasi di Kabupaten Bantul adalah lebih pada tataran
teknis. Kendala yang dihadapi seperti sarana prasarana yang masih terbatas,
belum tersedianya sarana untuk pendaftaran proses mediasi secara online,
pelayanan mediasi yang dilakukan dengan proses tatap muka.

Menurut penulis kendala tersebut bisa diatasi dengan cara membuat inovasi
dalam pelayanan mediasi. Inovasi perlu dilakukan dalam hal layanan karena pada
saat ini di era digital pemanfaatan teknologi untuk mempermudah layanan sangat
penting. Begitu juga yang perlu dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Bantul sehingga proses pelayanan dalam hal mediasi
lebih mudah dan efisien.
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SIMPULAN

1.

Pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui proses
mediasi di Kabupaten Bantul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang
mengacu pada UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial. Bagi para pihak yang akan menyelesaikan perselisihan
hubungan industrialnya melalui mediasi maka pelaksanaannya menyesuaikan
dengan tahapan dalam mediasi berdasarkan pada SOP (Standard Operasional
Procedure) dalam mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Bantul.

Kendala pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui
proses mediasi di Kabupaten Bantul adalah pengaduan perselisihan masih
dilakukan secara offline belum ada pelayanan daring, sarana prasarana yang
terbatas, pelayanan mediasi masih dilakukan dengan proses tatap muka.
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